
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALI1VIANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA SINGKAWANG 

TAHUN 2019 

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu 

daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan 

daerah yang ditetapkan berdasarkan suatu formula; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perat-uran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional, kemampuan keuangan 

daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum 

daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2019; 

Men.gingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambalian Lembitu-tin Ncgara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelalaan dan Tanggung Jawab Keu a ngan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tatum 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpin.an dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tatum 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwa ki Ian Rakya t Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2007 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tabun 

2017, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pen,gelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dal= Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabun 2017 

tentang Pengelompokan Kemarnpuan. Keuangan Daerah serta 
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Pelaksanaan clan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan. Suaunan Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 51); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 	PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGICAWANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan. Perwakila.n 

Rakyat Dacrah mentuut asas otononn dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-tuidang Da.sar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4, 	Walikota adalah Walikota Singkawang. 
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5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah 

untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 

yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar 

penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, 

Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se1anjutnya disingkat 

dengan DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Singkawang. 

7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Singkawang yang 

terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selEmjutnya 

disingkat APBD adalah rencan.a keuangan tahunan daerah 

yang dibahas clan disetujui bersarna pemerintah daerah clan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB TT 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN 

KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemumpuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a. tinggi; 

b. sedang; dan 

e. rendah. 

Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan 

besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja 

pegawai aparatur sipil negara. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas pendapatan ash daerah, clana hagi hash, dan 

dana alokasi umum. 
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(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 

pegawai aparatur sipil negara. 

Pasal 4 

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 

merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalprn  Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan 

API3D Kota Singkawang Tahun Anggamn 2017 clan Peraturan 

Walikata Namar 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran. 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kota Sing,kawang Tahun 

Anggaran 2017. 

Pasal 5 

Kemampuan Keuangan Dacrah bagi dacrah kabupaten/kota 

dikelompokkan sebagai berikut:  

a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar 

rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah 

tinggi; 

b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai 

dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar 

rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah 

sedang; dan 

c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. 

BAB TIT 

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Paaal 6 

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2019 

adalah sebagai berikut 
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NO. URAIAN REALISASI 2017 (Rp) 

I PENDAPATAN UMUM 
DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah 132.099.418.843,55 
Dana Alokasi Umum 492.487.388.000,00 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 15.419.151.686,00 

%nin1& 640.005.958.529,55 , 
II BELANJA PEOAWAI ASN 

Craji Pokok PNS/ Jiang 
Representasi 	 ... . 	. 

- 
173.886.262.071,00 

Tunjangan keluarga 14.198.255.383,00 
Tunjangan Ja hata n 5.302.505.000,00 
Tunjangan Fungsional 10.107.118.000 00 

f 

Tunjangan Fungsional 
Umum 2.523.180.000,00 

Tunjangam Beras 8.695.983.582 00 
7...._... 

Tunjangan PPh/Tuidanga n 
Khusus 779.668.033,00 

Pembulatan Gap 2.307.900,00 
Iuran BPJS Kesehatan 4.862.247.925,00 
Tuniangan 
Flrofesi/Sertifikasi Guru . , 

43.711.477.000,00 

Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Kernatian 803.300.554,00 

Tambahan Pengliasilan 
Berdasarkan Beban Kerja 27.908.494.280,00 

Tambahan Penghasilan 
Guru PNSD 

1.104.800.000,00 

Tambahan Penghasilan 
UMH PNS Pemkot 
Singkawang 

22.957.937,550,00 

Juralah 316.843.537.278,00 
PUD - BELANJA PEGA'WAI 
ASN 	 _ 

323.162.421.251,55 

Pasa17 

13erdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kemampuan Keuangan 

Daerah Kota Singkawang untuk Tahun 2019 termasuk cinlam  

ke1ompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 27 Mei 2019 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 
Diundangkan di Singkawang 
Pada tanggal 27 Mel 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 

ttd 

SUMASTRO 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 14 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, S.H 

NIP. 19630205 199603 2 002 
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